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PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 20 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun
Anggaran 2008, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun Anggaran 2008 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah- Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat I

Nomor 4048) ;
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421) ;

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139) ;
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16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) ;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503) ;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4513) ;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575) ;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) ;

23.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

25.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

26.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

27.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

28.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
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30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008 ;

31.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1
SeriE) ;

32.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) ;

33.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 3
SeriE) ;

34.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2006 Nomor 5 Seri E) ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;

36.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;

37.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2008 Nomor 1 Seri A) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah
Rp.1.262.207.901.867,28 bertambah/berkurang sejumlah Rp.69.096.607.238,82 sehingga
menjadi Rp.1.331.304.509.106,10 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan :
a. semula Rp. 1.122.057.901.867,28
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 30.944.369.598,57
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.153.002.271.465,85




2. Belanja:
a. Semula Rp: 1.262.207.901.867,28
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 69.096.607.238,82
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.331.304.509.106,10

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 178.302.237.640,25)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan

1. Semula Rp. 173.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 49.189.134.970,46
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 222.189.134.970,46

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 32.850.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.036.897.330,21
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 43.886.897.330,21
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 178.302.237.640,25
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1. semula Rp. 187.466.863.674,18
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.712.824.386,57
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.202.179.688.060,75
b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 843.371.227.292,01
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.015.115.000,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.849.386.342.292,01
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Semula Rp. 91.219.810.901,09
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.216.430.212,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah
Perubahan Rp.101.436.241.113,09
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Pajak Daerah
1. Semula Rp. 97.864.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.422.400.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.107.286.400.000,00
b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp. 72.631.426.711,18
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.740.489.250,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 77.371.915.961,18
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 8.250.000.000,00
2. Bertambahy/(berkurang) (Rp. 52.064.863,43)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Setelah perubahan Rp 8.197.935.136,57

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah



)

1. Semula Rp. 8.721.436.963,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 602.000.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Setelah perubahan Rp. 9.323.436.963,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil

1. semula | Rp. 191.409.164.292,01
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.015.115.000,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp.197.424.279.292,01
b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp. 643.016.063.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.643.016.063.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp. 8.946.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 8.946.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 0,00
b. Dana Darurat
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak
1. Semula Rp. 90.431.356.656,49
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 90.431.356.656,49
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.882.702.000,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 7.882.702.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp. 788.454.244 60
2. Bertambah/(berkurang Rp. 2.333.728.212,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari
Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan Rp. 3.122.182.456,60
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp.702.306.837.999,28
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 29.908.857.167.82
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 732.215.695.167,10

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp.559.901.063.868,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 39.187.750.071,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 599.088.813.939,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja :
a. Belanja pegawai

1. Semula Rp. 493.042.800.999,28

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 30.807.954.955,82

Jumlah belanja Ipegawai setelah perubahan Rp. 523.850.755.955,10
b. Belanja bunga

1. Semula Rp. 6.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00
c. Belanja subsidi

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1. Semula Rp. 42.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 13.536.550.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 55.536.550.000,00
e. Belanja bantuan sosial

1. Semula : Rp. 113.865.637.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp._15.613.647.788,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 98.251.989.212,00

f. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.443.000.000,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 1.443.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan

1. Semula Rp. 42.398.400.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 265.000.000,00)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 42.133.400.000,00

»
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(1)

(2)

h. Belanja tidak terduga

1. Semula Rp. 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.  5.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :
a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 70.088.676.961,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 642.701.430,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 70.731.378.391,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp.207.957.937.649,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 22.913.157.241.00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan  Rp. 230.871.094.890,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 281.854.449.258,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 15.631.891.400,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 297.486.340.658,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 222.189.134.970,46

1. Semula Rp. 173.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 49.189.134.970,46
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 222.189.134.970,46

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 43.886.897.330,21

1. Semula Rp. 32.850.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.036.897.330,21
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 43.886.897.330,21

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
Rp. 214.089.134.970,46

1. Semula Rp. 173.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 41.089.134.970,46

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah

perubahan Rp. 214.089.134.970,46
b. Pencairan dana cadangan Sejumlah Rp. 0,00

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
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c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahanRp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah
perubahan Rp. 0,00
g. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir sejumlah Rp. 8.100.000.000,00
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.100.000.000,00
Jumlah penerimaan pengembalian dana bergulir
Setelah perubahan Rp. 8.100.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah
Rp. 18.886.897.330,21
1. Semula Rp. 7.850.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.036.897.330,21
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
setelah perubahan Rp. 18.886.897.330,21
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 25.000.000.000,00
1. Semula Rp. 25.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 25.000.000.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

]



1. Lampiran I
2. Lampiran [l

3. Lampiran Il

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VIl

8. Lampiran VIl

Bupati menetapkan
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Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah  untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ;
Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
dan

Daftar pinjaman daerah ;

Pasal 6

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 12 Nopember 2008

BUPATI SIDOARJO
ttd
H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 12 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

G

VINO RUDY MUNTIAWAN,SH

Pembina Utama Muda "o

NIP. 510.090.186
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